PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 474 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

. bahwa beberapa ketentuan dalam batang tubuh dan

lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun
2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
(RKPK) Aceh Singkil Tahun 2015 perlu diubah dan
disempurnakan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 382);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893)

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4280);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Bagian Hukum Dan HAM Setdakab Aceh Singkil; : 1
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11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Bagian Hukum Dan HAM Setdakab Aceh Singkil; 2



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
517);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

20. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan
Gas Bumi dan Pengunaan Dana Otonomi Khusus,
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 12, sebagaimana telah diubah
dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi
Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana
Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);

21. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

22. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 01);

Baglan Hukum Dan HAM Setdakab Aceh Singkil;
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Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 239);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2014
tentang  Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 233):

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014
tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2014 Nomor 242);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 28 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013-2017 (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 248);
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 244);
Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014
tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2015.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Singkil
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
(RKPK) Aceh Singkil Tahun 2015 dihapus dan diubah menjadi:

Pasal 3

(3) Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan

bupati ini.

Bagian Hukum Dan HAM Setdakab Aceh Singkil;



2. Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9
Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK)
Aceh Singkil Tahun 2015 ditambah 1 (satu) ayat lagi, sehingga Pasal
4 berbunyi:

Pasal 4

(1) Bupati dalam proses penyusunan Rencana APBK Tahun Anggaran
2015, menetapkan TAPD untuk menyusun KUA dan PPAS.

(2) Seluruh Program dan Kegiatan dirancang harus bersifat lintas sektor,
lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasikan arah
dan tujuan pembangunan.

(3) Sumber Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Singkil tercantum
dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Singkil
Tahun 2015 merupakan sumber pendapatan lain-lain yang sah pada
pendapatan Kabupaten (RKPK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015
yang tertuang dalam APBK dengan Program/Kegiatan Khusus.

(4) Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Pendukung Program
Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tambahan Usulan Daerah yang disetujui DPR-RI tercantum dalam
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015.

Pasal I

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil.
Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 10 Sepenber Q015
BUPATI ACEH SINGKIL, /£

.

SAFRIADI
Diundangkan di Singkil
pada tanggal, \l %pzuber 20\

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKI],,

Baglan Hukum Dan HAM Setdakab Aceh Singkdl;



